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ABSTRAKSI 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari tata kelola dana desa berdasarkan peraturan pemerintah 

nomor 60 tahun 2014 di desa bataan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak empat informan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan 

membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan informan lainnya 

serta membandingkan pendapat satu orang dengan pendapat orang lainnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa bataan mulai dari 

perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik sesuai 

peraturan yang berlaku.  

Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa 
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ABSTRACT 

Village Funds are funds coming from the budget earmarked for rural villages that 

are transferred through the Budget of the Regency/City and used to fund 

governance, execution of development, social development and community 

empowerment. This research aims to find out the results of village fund 

governance based on goverment regulation number 60 year 2014 in bataan 

village. The number of informans in this study were four informants. Technique 

authenticities of data which are used triangulation techniques. the techniques of 

data collection, and data analysis techniques to compare the results of the 

interviews with one informant to another and by comparing one man’s opinion 

with other people’s opinions. The results showed that the management of village 

funds in the village of bataan from planning to accountability has been done well 

in accordance with applicable regulations. 

Keywords : Village Fund, Village Fund Management. 
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RINGKASAN 

 

Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa Di Desa Bataan Kecamatan Tenggaran 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2015; Affandi Eko Budianto, 120810301148; 

2017; 90 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jember.  

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di 

struktural kepemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari 

kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk 

memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa 

yang paling dekat dan paling mengetahuinya segala kebutuhan masyarakatnya. 

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunaan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan 

prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa 

diharapkan dapat mempersiapkan dan menyusun perencanaan yang baik serta 

dapat mempertanggungjawabkan. 

Penelitian ini memiliki empat informan, dan teknik yang digunakan dalam 

keabsahan data meliputi teknik triangulasi, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data dengan membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan 

informan lainnya, serta membandingkan pendapat satu orang dengan pendapat 

orang lainnya. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil Tata 

Kelola Dana Desa di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 

telah dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan 

dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Bataan telah dilakukan 

kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 

ditingkat  ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdus) di tingkat Dusun 

yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan 
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Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan tokoh 

masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan Musrenbangdes dan Musdus ini adalah 

untuk menampung aspirasi dari semua pihak, baik pemerintahan desa, dan dari 

masyarakat sehingga diharapkan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan 

yang direncanakan. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari 

beberapa Provinsi, disetiap provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu 

Kabupaten atau Kota yang juga terbagi menjadi Kecamatan, dimana Kecamatan ini dibagi 

lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu Kelurahan dan Desa. Untuk meningkatkan 

pembangunan di Desa, Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program 

pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat Desa bersama masyarakatnya dapat secara 

mandiri berkerjasama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal 

tentunya dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten (Aldera, 2014). 

Pemerintah pusat berupaya untuk menyejahterakan warganya melalui proses 

pembangunan yang terdiri dari tingkat provinsi sampai kelurahan dan desa. Menurut Iqsan 

(2016), Indonesia sebagai sebuah Negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan 

pelopor system demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan bagian 

terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural kepemerintahan Indonesia, desa 

sebagai bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan 

pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan 

pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahuinya segala kebutuhan 

masyarakatnya (Syamsi, 2014). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

114 tahun 2014 menyatakan bahwa kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa 

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunaan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. 

Pemerintah desa diharapkan dapat mempersiapkan dan menyusun perencanaan yang 

baik serta dapat mempertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses 

tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan 

permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 

Pembangunan partisipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di desa dan 

kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan 
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kebersamaan, kekeluargaan, dan ke gotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan desa selain memerhatikan sistem perencanaan, 

juga perlu memerhatikan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyaraktan dan 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merasa adanya pelibatan terhadap dirinya berkaitan 

dengan pembangunan terbatas hanya dalam musyawarah dusun, itupun sebatas pada 

permintaan pemerintah desa agar masyarakat mengajukan usul-usul berkaitan dengan 

pembangunan (Utomo, 2015). Namun ’nasib’ dari pada usulan-usulan tersebut, sebagian 

masyarakat tidak tahu bagaimana kelanjutannya. 

Dana transfer sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana transfer 

disalurkan ke daerah, maka dana tersebut menjadi hak tanggungjawab dari pemerintahan desa 

(Danasla, 2016). Melihat masalah dana transfer yang sering disalahgunakan oleh desa itu 

sendiri, seharusnya dana tersebut untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat, 

tetapi dana yang bersumber dari APBN itu tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan 

kesehatan pada anggaran yang ada di laporan realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 

30.000.000 tetapi di dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

sebesar Rp 15.000.000. Seharusnya anggaran tersebut sudah sesuai antara yang ada di dalam 

laporan realisasi anggaran dana desa dengan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Oleh karena itu, diharapkan Badan Permusyawaran Daerah ikut serta dalam 

mengalokasikan dana dari APBN sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan 

anggaran dana desa. Jadi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dana dari 

APBN yang di dampingi oleh Badan Permusyawaratan Daerah dan masyarakat itu sendiri.  

Berdasarkan monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan mengingat dana yang 

disalurkan sebagai dana transfer ke daerah sebagai perimbangan pemerintah ke pemerintahan 

daerah ini tidaklah sedikit (Danasla, 2016). Selain itu, mengingat perekonomian indonesia 

yang cenderung melambat dalam satu tahun terakhir, sehingga diperlukan percepatan 

penyerapan anggaran, guna menstabilkan perekonomian di indonesia dan mendukung 

kemandirian daerah serta keberhasilan otonomi daerah, sebab otonomi daerah membutuhkan 

pemerintah dan pemerintahan daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan 
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keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, dana desa 

juga sudah tersalur sekitar 90%. Hal ini bukan berarti tidak menyisakan masalah karena 

panduan penggunaannya belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa pengggunaan 

dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang 

infrastruktur (Pahlevi, 2015). 

Tabel 1.1 Pembagian Dana Desa di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 

NO KODE 
KEC 

KECAMATAN PAGU DANA DESA 
(RP) 

PERSENTASE 
% 

1 012 MAESAN 3.517.801.500,10 5,80 

2 022 TAMANAN 2.671.766.041,88 4,40 

3 032 TLOGOSARI 3.013.378.101,85 4,96 

4 042 SUKOSARI 1.183.544.717,90 1,95 

5 052 PUJER 3.198.655.871,50 5,27 

6 062 GRUJUGAN 3.192.116.000,70 5,26 

7 072 CURAHDAMI 3.159.045.402,63 5,21 

8 082 TENGGARANG 3.156.127.346,00 5,20 

9 092 WONOSARI 3.434.510.020,78 5,66 

10 102 TAPEN 2.599.262.391,21 4,28 

11 112 BONDOWOSO 1.182.299.847,40 1,95 

12 122 WRINGIN 3.745.319.919,88 6,17 

13 132 TEGALAMPEL 2.017.375.612,05 3,32 

14 142 KLABANG 3.086.203.496,29 5,08 

15 152 CERMEE 4.381.569.543,88 7,23 

16 162 PRAJEKAN 2.006.290.340,68 3,30 

17 172 PAKEM 2.303.367.224,15 3,79 

18 182 SUMBERWRINGIN 1.865.477.489,58 3,08 

19 192 SEMPOL 1.703.705.206,64 2,81 

20 202 BINAKAL 2.260.936.949,12 3,72 

21 212 TAMAN KROCOK 1.998.429.100,43 3,29 

22 222 BOTOLINGGO 2.364.778.155,42 3,91 

23 232 JAMBESARI DARUS SHOLAH 2.645.658.694,84 4,36 

  JUMLAH 60.687.619.000,00 100 
Sumber: Perbup Bondowoso Nomor 25 Tahun 2015 

 

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan Dana Desa yang dihitung berdasarkan 

alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 

90% dari Dana Desa dan 10% secara proposional. Penelitian ini dilakukan di Desa Bataan 

Kecamatan Tenggarang yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bondowoso. Desa 

Bataan ini masih membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan 

masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dan untuk melaksanakan proses 
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pembangunan desa. Pemerintah juga membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan desa 

dan salah satunya pemerintah pusat yang dapat menunjang dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan dana berupa Dana Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan pemberian Dana Desa dari 

Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk desa diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa. 

Tabel 1.2 Rincian Dana Desa di Kecamatan Tenggarang Tahun Anggaran 2015 

NO DESA DD SETIAP DESA 
(RP) 

PRESENTASE 
% 

1 BATAAN 306.787.388 9,72 

2 KONCER KIDUL 294.053.574 9,32 

3 PEKALANGAN 292.496.875 9,27 

4 SUMBER SALAM 286.086.583 9,06 

5 TANGSIL KULON 286.011.945 9,06 

6 LOJAJAR 284.742.219 9,02 

7 DAWUHAN 284.680.248 9,02 

8 KESEMEK 283.767.533 8,99 

9 KONCER DARUL AMAN 281.558.671 8,92 

10 KAJAR 277.988.569 8,81 

11 GEBANG 277.953.741 8,81 

 Jumlah 3.156.127.346 100 
Sumber: Kecamatan Tenggarang 2015 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Tenggarang memiliki 11 Desa diantaranya 

Desa Bataan yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa terbesar dari 11 

Desa Kecamatan Tenggarang. Meskipun Desa Bataan menerima Dana Desa yang cukup 

besar kemugkinan pihak pemerintah desa mengabaikan sistem pengelolaan Dana Desa yang 

cukup signifikan. Oleh karena itu pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu visi dan misi 

Kabupaten Bondowoso yang mementingkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat 

desa melalui optimalisasi penggunaan Dana Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang nantinya dijabarkan setiap tahun anggaran melalui 

Rencana Kerja Pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso. 

Pengelolaan Dana Desa ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan Dana 

Desa seperti penyusunan kegiatan Dana Desa yang terkadang tanpa adanya informasi kepada 

masyarakat dan minimnya kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes 

sehingga perlu diadakan evaluasi dalam setiap bulannya yang di dampingi oleh tim 

Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahap evaluasi dilakukan untuk 
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mengukur kinerja pemerintah desa sehingga apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa baik 

pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk 

menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan hasil observasi dengan Kepala Desa dan Anggota dari Perangkat Desa 

Bataan, diperoleh informasi beberapa masalah seperti masalah perencanaan yang kurang 

baik, ternyata pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya sudah sesuai dengan 

anggaran tetapi dalam pelaksanaannya melebihi anggaran yang telah ditetapkan di dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa dan Anggota dari Perangkat 

Desa dan didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa mengadakan evaluasi terhadap 

anggaran yang sudah terealisasi dan di lihat fisik yang ada apakah sudah sesuai dengan apa 

yang sudah dianggarakan dan dialokasikan.  

Pada dasarnya Dana Desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah 

ditetapkan di APBDes, dengan adanya evaluasi supaya tidak terjadi penyelewangan dana 

yang dilakukan oleh perangkat desa dan dana desa tersebut bisa dialokasikan secara merata 

kepada masyarakat ataupun untuk pembangunan infrastruktur. masyarakat sempat ada yang 

bilang masalah dana desa tersebut di desa bataan banyak jalan yang kurang bagus dan 

jembatan yang harusnya diperbaiki dan selain itu juga pada Pencatatan Pernyataan Tanggung 

Jawab Desa Bataan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan 

pemberdayaan masyarakat ada perbedaan angka dengan yang tertulis di laporan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 15.000.000 padahal dalam laporan 

realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 30.000.000. Jadi apabila dalam pembangunan desa 

melebihi atau kurang dari anggaran yang sudah di tetapkan di dalam Rencana Anggaran 

Biaya tidak diperbolehkan karena di dalam Rencana Anggaran Biaya sudah ditentukan dan 

sudah di tanda tangani oleh Kepala Desa Bataan, Ketua, Bendahara dan Sekretaris Tim 

Pelaksana Kegiatan Desa Bataan. 

Berdasarkan hasil observasi di desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten 

Bondowoso, peneliti ingin membuktikan pengimplementasian pengelolaan keuangan desa 

dalam proses pembangunan secara lengkap dan terperinci. Oleh karena itu, diajukan 

penelitian dengan judul adalah “Tata Kelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah  

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa di Desa Bataan Tahun 2015”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan 

menjadi fokus penelitian yaitu: 

1. Bagaimana perencanaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa Bataan 

kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 2015? 

2. Bagaimana penatausahaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan desa 

Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 2015? 

3. Bagaimana pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dana desa dalam proses 

pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso tahun 

2015? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Untuk menganalisis perencanaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan 

desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tahun 2015. 

2. Untuk menganalisis penatausahaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan 

desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso tahun 2015. 

3. Untuk menganalisis pelaporan serta pertanggungjawaban anggaran dana desa dalam 

proses pembangunan desa Bataan kecamatan Tenggarang kabupaten Bondowoso 

tahun 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi dan data 

tambahan bagi peneliti dalam pengembangan dibidang anggaran dana desa.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Pemerintah kabupaten Bondowoso 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa dalam 

memberikan masukan dan wawasan untuk pemerintah desa yang ada di kabupaten 

Bondowoso. 
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b. Bagi Masyarakat desa Bataan  

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui tentang penganggaran, 

pengalokasian dan evaluasi dana desa yang terjadi di desa Bataan, khususnya pada 

tahun 2015. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Implementasi Kebijakan 

Implemetasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana 

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 

2008:139). Pendapat di atas lebih menjelaskan bahwa sebuah proses implemenetasi kebijakan 

adanya suatu tindakan atau kegiatan dimana dalam pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan 

yang diharapkan. Dengan kata lain sebuah implementasi merupakan sebuah kebijakan yang 

dibuat untuk tujuan tertentu yang telah rerncanakan sebelumnya.  Implementasi dipandang 

secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana bebagai aktor, organisasi, 

prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih 

tujuan kebijakan atau program (Winarno, 2008:144) 

2.1.2 Keuangan Desa 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan Kewajiban sebagaimana 

dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. 

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak 

desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan untuk 

belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 

musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah pusat. 

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa 

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun 

anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember (Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014). Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

Transparan dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai pengertian bahwa informasi 

keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak 
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masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III tentang 

kekuasaan pengelolaan desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 

dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

mempunyai kewenangan: 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes 

2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDes) 

3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan APBDes 

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes 

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes 

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 

PTPKDes. PTPKDes berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala 

Seksi dan Bendahara. 

 Sekertaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 

desa. Adapun tugas Sekertaris Desa adalah: 

1. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes 

2. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

APBDes 

4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes 

5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes 

Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala 

Seksi mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

2. Melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah 

ditetapkan di dalam APBDes 
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3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 

kegiatan 

4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa 

6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan 

Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas: 

1. Menerima 

2. Menyimpan 

3. Menyetorkan atau membayar 

4. Menatausahakan dan  

5. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan 

desa dalam rangka pelaksanaan APBDes 

2.1.5 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Asas adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam 

setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu: 

1) Transparan 

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan 

Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada 

sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. 

2) Akuntabel  

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 

untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. 

3) Partisipatif  

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan 

keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga 

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. 

4) Tertib dan Disiplin 

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan 

pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini 
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dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan 

Perundangundangan yang berlaku. 

2.1.6 Anggaran Dana Desa 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

(Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Tujuan dari anggaran dana desa yang dikelola 

oleh desa Bataan secara umum untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan 

menunjang pembangunan desa Bataan dan manfaat anggaran dana desa di desa Bataan adalah 

dapat membantu menanggulangi kemiskinan, meringankan beban keuangan desa untuk 

menunjang pembangunan desa.  

Adapun manfaat dari anggaran dana desa di Desa Bataan yang berdasarkan narasumber 

dan data sekunder, maka peneliti menemukan beberapa tujuan dari penggunaan anggaran 

dana desa yang dilakukan oleh Desa Bataan yaitu: 

1) Meningkatkan pemberdayaan masyrakat Desa Bataan. 

2) Mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik pada Desa Bataan. 

3) Menanggulangi kemiskinan di Desa Bataan. 

4) Menunjang pembangunan desa di Desa Bataan. 

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat dengan APBN adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahaan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat . 

Anggaran Pendapatan dan Belanja negara ( APBN ) adalah suatu daftar yang memuat rinci 

pendapatan dan pengeluaran suatu negara untuk waktu tertentu, semisalnya dalam 1 tahun. 

Ada beberapa alokasi yang bersumber dari APBN meliputi: 

1) Penyelenggarakan kewenangan lokal berskala desa, selain di danai oleh APBDes juga 

dapat didanai oleh APBN dan APBD 

2) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh 

APBN. 

3) Dana alokasi APBN dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan 

disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/kota. 
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4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh 

APBD. 

5) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dala APBN setiap tahun anggaran yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota. 

6) Besaran alokasi anggaran dari APBN yang diperuntukkannya langsung ke desa 

ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer daerah secara bertahap. 

7) Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan 

dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah 

dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

pemerataan pembangunan desa. 

8) Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

2.1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. (Permendagri No 37 Tahun 2014). Fungsi Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari : 

1) Fungsi Otorisasi 

Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan 

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2) Fungsi Perencanaan 

Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3) Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai dan mengawasi apakah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

4) Fungsi Alokasi 

Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk 

mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perekonomian. 
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5) Fungsi Distribusi 

Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa 

keadilan dan kepatuhan. 

2.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya 

sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa 

yang ditetapkan dengan peraturan desa, yang terdiri dari  pendapatan, belanja dan 

pembiayaan. 

1) Pendapatan desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih.  

2) Belanja desa merupakan hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih.  

3) Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (Soleh, 2015).   

Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 

dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. 

Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun- tahun anggaran berikutnya (Utomo, 2015). 

2.2 Perencanaan Pembangunan Desa 

Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya 

sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan 

menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66). Dalam perencanaan 

pembangunan desa, selain mempertimbangkan kondisi desa maka desa juga harus 

memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten kota dan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan harus sifatnya jangka panjang. 
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2.3 Pelaksanaan Pembangunan Desa 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

pada Pasal 81 Pelaksanaan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 

seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan Desa 

dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber dayaalam Desa. Pelaksanaan 

program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk 

diintegrasikan dengan pembangunan Desa. 

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan 

Pemerintah Desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber 

daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik 

desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada 

seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah yang ada saat ini sesuai dengan Permendagri 

39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa 

memiliki Pendapatan Asli desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa bagian 

dari hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan dari APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 Dalam hal keuangan desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan 

pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan 

ini dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa,yang dimulai dari tahapan perencanaan 

dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. 

2.4 Penatausahaan Keuangan Desa 

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan 

oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh 

transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan 

pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. 

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara 

sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan 

baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas 

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. 
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Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran 

dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat TUNAI. Sedangkan transaksi penerimaan dan 

pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak 

digunakan oleh Bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari 

pungutanpajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus 

untuk pendapatan dan pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan 

dan Buku Rincian Pembiayaan. 

1. Penatausahaan Penerimaan Desa 

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti 

kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan 

untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank 

berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan 

nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan penerimaan baik kas 

maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar 

dan tertib. Selain pencatatan pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga 

membukukan realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. Pencatatan dalam 

Buku Rincian Pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan 

yang diterima agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh 

penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. 

2. Penatausahaan Belanja Desa 

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan 

bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. 

Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa 

melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di Buku Kas Umum, karena Buku 

Kas Umum untuk transaksi tunai). Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus 

disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain 

pencatatan transaksi pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat 

kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Atas 

pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan, Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pajak 

pada kolom penerimaan. Nilai Potongan/Pungutan pajak didasarkan pada bukti kuitansi 

sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Ketika Bendahara Desa melakukan penyetoran ke 

Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form 

Surat Setoran Pajak (SPP) maka Bendahara Desa mencatat dalam Buku Pembantu Pajak pada 
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kolom Pengeluaran Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan kondisi daerah 

masing-masing, dan jika memang diberlakukan kepada desa maka dalam peraturan kepala 

daerah tersebut harus terdapat pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah kepada 

Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan 

pemungutan pajak daerah kepada Bendahara Desa. Jika hal tersebut tidak disebutkan maka 

Bendahara Desa tidak boleh melakukan pemungutan karena tidak ada kewenangan. 

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa 

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada Buku Kas Umum/Buku Bank, untuk 

membukukan Realisasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran 

pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat 

dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDes. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan 

maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib. 

2.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib 

mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan 

Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan 

secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian 

Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. 

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara tidak tercantum dalam Lampiran 

Permendagri 113/2014. Berdasarkan buku yang dikelola, maka seharusnya Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari 

pendapatan dan arus uang yang keluar untuk belanja, panjar dan lain-lain. Arus uang tersebut 

tercatat dari Buku Kas Umum dan Buku Bank. 

2.6 Pembangunan Desa 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur 

dan alami yang ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. 

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu sistem pengelolaan 

pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang 

merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah indonesia 

(Rosalinda, 2014). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Rosalinda (2014) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan” (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso 

Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah 

Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Dalam Peraturan 

Bupati Jombang dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Jombang yang 

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten 

Jombang untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai. 

Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa 

ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% 

(enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata; b) Alokasi Dana Desa Proporsional 

(ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional. Tata 

kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan 

yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu 

perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat 

rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD 

sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.  

 

Penelitian Utomo (2015) dengan judul “Implementasi Kebijakan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi 

Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). Mekanisme perencanaan 

pembangunan di Desa Bandung dimulai dari musyawarah di tingkat RT, RW, Tingkat dusun 

yang kemudian usulan- usulan program pembangunan dibawa pada musrenbang desa. Belum 

dilembagakannya mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tingkat RT, RW maupun 

tingkat dusun, hal ini menyebabkan daya tawar masyarakat dalam memperjuangkan 

usulannya sangat rendah. Dalam pelaksanaan kebijakan APBDes yang dilaksanakan di Desa 

Bandung masih belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, 

hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang ada di desa masih rendah dan sosialisasi yang 

kurang dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pemerintah dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Bandung masih sebatas memenuhi syarat legal saja, pemerintah desa tidak 

mempertanggungjawabkan laporan pembangunannya kepada masyarakat.  

Dari sisi mekanisme perencanaan pembangunan perlu adanya pendampingan oleh 

pihak yang independen dan kompeten tidak hanya dibutuhkan di tingkat Musrenbang desa 
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akan tetapi harus dimulai dari para Musrenbang di tingkat RT/RW dan tingkat dusun, dan 

perlu adanya pelembagaan mekanisme perencanaan pembangunan desa mulai dari tingkat 

RT, RW dan Dusun. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah 

yang masih rendah dan sosialisasi penyusunan APBDes yang masih kurang kepada 

pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu mengadakan pelatihan bagi aparatur 

pemerintah desa dalam proses penyusunan APBDes sehingga dalam penyusunan APBDes 

olehb pemerintah desa tidak mengalami keterlambatan. Perlu adanya penguatan organisasi 

kemasyarakatan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa, 

sehingga prinsip- prinsip pengelolaan keuangan desa seperti, partisipasi, transparasi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat tercapai guna meningkatkan pembangunan di 

desa dan menciptakan pelaksanaan pembangunan desa yang bertanggungjawab. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Azaz pengelolaan keuangan desa 

 

A. Transparan 

Menurut Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi keuangan yang 

terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat 

memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 

 

Transparan 

 

Akuntabel 

Tertib & 

Disiplin 

Anggaran  

Partisipatif 
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B. Akuntabel 

Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. 

Sabeni dan Ghozali (2001) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban 

(accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang 

(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang 

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.. Mardiasmo (2002) 

mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala 

aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut. 

C. Partisipatif 

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang 

bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan 

pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka 

tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat 

secara langsung dan tidak langsung. 

 

Penelitian Ompi (2013) dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa 

(ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa” (Studi Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan 

Kabupaten Minahasa Tenggara). Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor 

Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Sruktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya. 

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Kebijakan Dana Pembangunan 

Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Desa di Desa Pangu. Hal ini terlihat dari keikut sertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif 

dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). 
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Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu 

 

No. Nama dan Judul Variabel 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Rosalinda (2014), 

Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Dalam Menunjang 

Pembangunan 

Pedesaan” (Studi 

Kasus :Desa 

Segodorejo dan Desa 

Ploso Kerep, 

Kecamatan Sumobito, 

Kabupaten Jombang). 

Pengelolaan 

keuangan desa. 

Menyangkut 

partisipasi 

masyarakat, 

membahas tentang 

pemerataan 

keuangan desa dan 

membahas 

perencanaan 

keuangan desa. 

Membahas  Alokasi 

Dana Desa (ADD), 

membahas 

pelaksanaan, 

penatausahaan dan 

pertanggungjawa-

ban keuangan desa. 

2. Utomo (2015), 

“Implementasi 

Kebijakan APBDes 

Untuk Meningkatkan 

Pembangunan Desa” 

(Studi Kasus di Desa 

Bandung Kecamatan 

Gedeg Kabupaten 

Mojokerto). 

Kebijakan 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Desa 

(APBDes). 

Membahas tentang 

implementasi 

keuangan desa dan 

pembangunan 

desa. 

Membahas 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Desa 

(APBDes) 

3. Ompi (2013), 

“Implementasi 

Kebijakan Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Dalam Meningkatkan 

Pembangunan Desa” 

(Studi Di Desa Pangu 

Kec.Ratahan 

Kab.Minahasa 

Tenggara). 

Kebijakan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD). 

Membahas 

implementasi 

keuangan desa dan 

pembangunan desa. 

Membahas tentang 

Alokasi Dana Desa 

(ADD). 
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2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3. 1  Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Perdes Nomor 1 Tahun 2015 

Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
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Pengelolaan Keuangan Desa 

PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Implementasi Penganggaran, Pengalokasian, Dan 

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Proses 

Pembangunan Desa Bataan 

Pelaporan 

Perbup Nomor 19 Tahun 2015 
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2.9 Proses Penyaluran Dana Desa 

Dana desa bersumber dari APBN yang disalurkan pada APBD yang menjadi dasar dari 

penganggaran APBDes, yang kemudian dialokasikan sesuai anggaran yang dibuat dan 

dilaksanankan  yang pada akhir periode akan dievaluasi kesesuaian antara anggaran dan 

alokasi dana desa yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk pembangunan desa. 
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Bagan 2.1 Proses Penyaluran Dana Desa 

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
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Menerbitkan SP2D 

 

REKENING 

KAS DESA 

Pemerintah Kab/Kota 

Melaksanakan Tranfer 

Dana Desa ke Desa 

(dari RKUD ke RKUDes) 
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2.10  Alur Mekanisme Dana Desa 
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Bagan 3.3 menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penyalurannya, dimulai dari Rekening Kas 

Umun Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian masuk ke 

Rekening Kas Desa (RKDes). Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang kemudian dijabarkan setiap tahun anggaran melalui 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pengelolaan Dana Desa melalui beberapa tahap, 

pada tahap pertama adalah perencanaan, dengan dilakukannya Musyawarah Perencanaan dan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang rencana penggunaan dana untuk program atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, menyusun rencana penggunaan dana desa 

yang kemudian disetujui atau ditetapkan kedalam APBDes terkait jumlah dana yang terima 

beserta anggaran penggunaannya dana tersebut. Tahap berikutnya adalah penatausahaan 

Dana Desa, pada tahap ini berisi tentang penerimaan maupun pengeluaran tentang kegiatan 

APBDes mencakup operasional desa, pemberdayaan desa maupun pembinaan desa. Tahap 

terakhir adalah pelaporan Dana Desa, pelaporan yang dimaksud berupa pertanggungjawaban 

realisasi atas penggunaan Dana Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25 

 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanusi 

(2011:13) berpendapat bahwa, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang 

disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang 

berasal dari subyek atau obyek penelitian. Penelitian deskritif berfokus pada penjelasan 

sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini terbatas pada 

usaha mengembangkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta. Hasil 

penelitian ditekankan pada gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek 

yang diteliti. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitan yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi (Sugiyono, 2010:7). 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten 

Bondowoso. Desa Bataan merupakan Desa yang mencakup 7 Dusun yang terdiri dari Dusun 

Kampung Haji I, Dusun Kampung Haji II, Dusun Bunduh, Dusun Lumbung I, Dusun 

Lumbung II, Dusun Perumahan, Dusun Krajan. Penelitian ini dilakukan di Desa Bataan di 

Kecamatan Tenggarang, Desa Bataan memiliki Dana Desa yang sama diantaranya di 

Kecamatan Tenggarang, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang tinggi untuk 

mengetahui hasil yang sudah terencana, Penelitian ini fokus pada bentuk pelaksanaan, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa yang teranggarkan di tahun 2015. Untuk 

menjamin tahap penerapan tersebut diperlukan adanya pengawasan, pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat melalui anggota BPD (Badan Permusyawaran Daerah) sebagai 

pengawas secara operasional dan tim pendamping kecamatan sebagai pengawas teknis. 

Pengawasan juga dilakukan dapat mengevaluasi seluruh kegiatan mengenai Pelaksanaan, 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang ada di Desa Bataan, agar proses 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat mencapai sesuai tujuan dan tidak ada 

penyelewangan terhadap Dana Desa tersebut. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh  secara langsung dari 

sumbernya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penelusuran langsung dan 

melalui wawancara dengan pihak Desa Bataan. 

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Pada data 

sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan di analisis dan di evaluasi bersama 

dengan data primer. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Wawancara terstruktur merupakan pengumpulan data dimana peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada pihak desa dalam bentuk lisan yang telah disiapkan berupa 

pertanyaan-pertanyaan. Peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan kepala 

desa, sekertaris desa, bendahara desa. Wawancara juga menggunakan alat perekeam 

untuk mempermudah penulis dalam penulisan hasil wawancara agar diperoleh data 

yang lebih akurat dan dapat lebih mudah dalam memasukkan kedalam laporan hasil 

penelitian Implementasi Dana Desa. 

b. Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari pihak desa. Dalam melakukan 

observasi peneliti menggunakan observasi terbuka dimana peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang 

melakukan penelitian. 

c. Dokumen 

Dokumentasi merupakan metode yang dilaksanakan oleh penelitian untuk mencari data 

mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, agenda dan menghasilkan dokumen 

yang berisi suatu kegiatan didesa tersebut. 

3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian ini memiliki beberapa sumber informasi mengenai dana desa 

tersebut adalah Kepala Desa pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggungjawab 

seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dimulai dari tahap 
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pelaksanaan, tahap penatausahan sampai tahap pertanggungjawaban. Sekretaris Desa pihak 

yang menjadi koordinasi desa dalam pengelolaan Dana Desa dan membantu kinerja Kepala 

Desa. Bendahara Desa selaku pihak yang mengelola keuangan desa mulai dari keluar 

masuknya dana dan memberikan laporan perkembangannya, pertanggungjawaban untuk 

kegiatan administrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pihak yang memiliki tugas untuk 

mengawasi dalam pelaksanaan Dana Desa. Pengumpulan informasi mengenai anggaran dana 

desa dilakukan secara intensif sehingga mendapatkan informasi yang valid dengan cara 

observasi dan wawancara. 

Tabel 3.1 Data Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Sumber Data Kode Jumlah 

1 Kepala Desa KD 1 

2 Sekretaris Desa SD 1 

3 Bendahara Desa BD 1 

4 Badan Permusyawaratan Desa BPD 5 

TOTAL 8 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


28 

 

3.6 Keabsahan Data 

3.6.1 Teknik Triangulasi 

Untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh yaitu mengguanakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji 

kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Hal itu dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan 

informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya. 
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Data/Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini seperti Peraturan 

Bupati (Perbup), Peraturan Desa (Perdes), Rancangan Anggaran Pendapatan 

Belanja Desa (RAPBDes), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Rancangan 

Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Disimpulkan 

bahwa peneliti menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan 

dokumentasi sebagai sumber data yang sama dan secara serempak. Hal ini dapat 

dicapai dengan tujuan: 

a. Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang telah dikatakan oleh orang umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

c. Survei lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana 

desa. 

d. Membandingkan pendapat dan pandangan orang masyarakat biasa, orang 

berpendidikan menengah atau tinggi. 

e. Membandingkan dari hasil wawancara dengan isi dari dokumentasi yang 

berkaitan. 

3.6.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan 

& Biklen, dalam Meleong, 2012). Analisa data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data 

menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam 

menjawab masalah - masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan 

dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, 

hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa 

yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa 

yang perlu diperbaiki. 
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3.7 Kerangka Pemecahan Masalah 
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BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan hasil analisis dan pembahasan yang peneliti jelaskan maka 

dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Proses 

Pembangunan Desa Bataan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso 

Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan Dana Desa di desa Bataan telah dilakukan dengan baik dan 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pemerintah desa telah 

melakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) ditingkat Desa, dan Musyawarah Dusun (Musdus) di 

tingkat Dusun yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) dan tokoh masyarakat. Tujuan dilakukan kegiatan 

Musrenbangdes dan Musdus ini adalah untuk menampung aspirasi dari 

semua pihak, baik pemerintahan desa, dan dari masyarakat sehingga 

diharapkan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Dana Desa adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 

melalui APBD dan digunakan untuk membiayai pembangunan, pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Penatausahaan Dana Desa di desa Bataan telah dilakukan dengan baik dan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan desa telah 

menetapkan Bendahara Desa sebagai perangkat desa yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDes. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan 

melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan 

kepada Kepala Desa. Penggunaan penerimaan dan pengeluaran 
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menggunakan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas 

pembantu pajak, dan buku bank. 

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Bataan 

Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sudah dilakukan dengan 

baik dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Bentuk pertanggungjawaban aparat 

pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa adalah melakukan 

pembangunan secara fisik seperti pembangunan paving (pavingisasi) dan 

plengsengan. Tetapi dalam pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 

masyarakat tidak dilakukan dengan baik yaitu tidak menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan dana desa baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis kepada masyarakat. 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di desa Bataan terdapat 

beberapa keterbatasan antara lain : 

a. Teknik pengumpulan data hanya menggunakan wawancara terhadap 

informan dan dokumentasi (data yang berupa catatan, transkip dan agenda 

kegiatan desa). 

b. Tidak menggunakan Uji Validitas yaitu uji ketepatan atau ketelitian yang 

bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur 

apa yang seharusnya diukur.  

c. Tidak menggunakan metode observasi yaitu metode pengumpulan data 

melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti 

diatas, maka dapat disarankan kepada peneliti selanjutnya antara lain : 

a. Teknik pengumpulan data tidak hanya menggunakan wawancara terhadap 

informan dan dokumentasi. 
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b. Menggunakan Uji Validitas yaitu uji ketepatan atau ketelitian yang bertujuan 

untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  

c. Menggunakan metode observasi yaitu metode pengumpulan data melalui 

pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di 

lapangan atau lokasi penelitian. 
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Lampiran Wawancara 

1. Desa kan menerima anggaran yaitu ada ADD (Alokasi Dana Desa) dan 

DD (Dana Desa), menurut bapak Dana Desa itu untuk apa? Apakah sama 

dengan ADD? 

Hariyanto : Gini dek,ADD sama DD itu sama uangnya dari pemerintah 

pusat tapi kalau kegunaannya ADD itu misalnya untuk pembangunan balai 

desa, bayar tagihan listrik, PDAM sama Telkom dll. Kalau DD itu 

biasanya untuk pembangunan kayak pavingisasi dan perbaikan jalan di 

desa bataan ini,tapi hanya jalan kecil, kalau jalan utama itu bagiannya 

kecamatan/kabupaten. 

Jupri adam : ya beda,kalau ADD kan sudah lama ada, sedangkan DD 

masih baru keluar tahun 2015 kemarin. Kalau gunanya DD untuk bantuan 

kepada masyarakat, kayak pembangunan jalan paving, bangun paud, biaya 

kegiatan masyarakat kayak pelatihan menjahit ibu-ibu. 

Usnandi : Beda dek,kan ADD itu untuk pembangunan fisik balai desa dan 

pembiayaan di balai desa, kalau DD untuk pembangunan fisik kayak 

bangun jalan paving, DD juga untuk bantuan masyarakat misal untuk 

biaya usaha, bisa juga untuk kegiatan pelatihan dan juga bantuan bangun 

musholla, paud dan kegiatan yang lain. 

2. Untuk DD, apakah setiap desa itu dapat anggaran yang sama? Kalaupun 

beda,apa yang menyebabkan tiap desa beda dalam mendapatkan anggaran 

DD? 

Hariyanto : kemarinnya saya ikut penyuluhan tentang DD ini,disana 

dijelaskan kalau DD tiap desa itu beda Karena dilihat dari jumlah 

masyarakatnya dan juga tingkat kemiskinan,kan tiap desa beda jumlah 

masyarakat miskin dengan desa yang lain, jumlah warganya juga jelas 

berbeda. 

Jupri adam : ya dapat anggarannya beda,Karena yang nentukan itu dari 

pusat,jadi pemerintah desa hanya menerima dan melaksanakan anggaran 

yang telah diberikan. 

Usnandi : Kalau soal itu saya juga kurang paham dek,mungkin berbeda 

karena kan sudah ketentuan dari sananya (pemerintah pusat), lebih 

jelasnya bisa ditanyakan ke pak kades. 

3. Desa Bataan tahun 2015 menerima 306 juta, apakah dana tersebut cukup 

untuk pembangunan ataupun keperluan masyarakat bataan? 

Hariyanto : ya kalau ditanya sebenarnya masih sangat kurang karena 

untuk pembangunan dan keperluan masyarakat bataan ini masih sangat 
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banyak, tapi kita terima dan tetap mengoptimalkan anggaran yang ada 

untuk kesejahteraan masyarakat desa bataan ini. 

Usnandi : Insya allah cukup, nanti kita lihat dulu apa yang perlu 

diutamakan, supaya anggaran tersebut dapat digunakan semaksimal 

mungkin untuk warga desa bataan. 

4. Program apa saja yang sudah dilakukan dengan anggaran Dana Desa 

sebesar 306 juta? 

Hariyanto : Banyak dek, kalau yang pembangunan fisik itu ada program 

pavingisasi (pembangunan jalan paving) dan plengseran,bisa dilihat kalau 

ke daerah dusun bunduh itu di RT 09 sampai ke daerah sungai barat, ada 

juga program pelatihan untuk ibu-ibu ppk, karangtaruna, kayak pelatihan 

menjahit. Nanti bisa dilihat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Jupri Adam : Sebagian besar digunakan untuk perbaikan jalan, di desa 

bataan masih banyak jalan yang becek kalau musim hujan, jadi jalannya di 

paving supaya masyarakat nyaman. 

Usnandi : Ya digunakan untuk pavingisasi, itu yang menghabiskan dana 

cukup besar, kemarin itu habis dana sekitar 184 juta untuk pavingisasi. 

Kalau program yang lain banyak jg, ada pelatihan, pembinaan dan ada 

bantuan jg buat masyarakat. 

5. Mengapa di dana desa 2015, anggaran untuk pembangunan pavingisasi 

membutuhkan dana yang cukup besar ? 

Hariyanto : Memang benar di Dana Desa 2015, anggaran untuk 

pavingisasi menghabiskan dana yang cukup besar karena memang itu yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa bataan. Di desa bataan masih 

banyak jalan-jalan yang berlubang, kalau hujan juga becek/berlumpur jadi 

menghambat perjalanan masyarakat. Jadi dengan adanya dana desa kita 

selaku wakil dari masyarakat desa bataan memprioritaskan pembangunan 

dan perbaikan jalan-jalan yang ada di desa bataan yaitu dengan 

pembangunan pavingisasi 

Usnandi : Untuk program yang akan dilaksanakan itu semua sudah 

dimusyawarahkan oleh seluruh pihak termasuk wakil dari masyarakat 

bataan. Jadi itu merupakan hasil dari musrenbangdes yang telah 

dilaksanakan. 

Jupri Adam : Ya itu usul dari masyarakat karena di desa ini memang 

banyak jalan yang belum layak dilewati jadi perlu perbaikan. 

6. Nah untuk program-program itu sendiri yang menentukan dari pihak desa 

atau dari mana? 
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Hariyanto : Bukan dari pihak desa, tapi dari masyarakat dan melihat 

kebutuhan masyarakat juga, supaya dana desa benar-benar bermanfaat 

untuk masyarakat. Pertama kita itu melakukan musyawarah desa 

(musrembang) jadi semua masyarakat bisa mengajukan 

pendapat/programnya, setelah itu baru kita selaku pihak desa, BPD beserta 

pihak terkait lainnya melakukan pertimbangan apa saja program yang akan 

didahulukan, sesuai kebutuhan masyarakat banyak. 

Jupri Adam : Biasanya ada musyawarah dulu sebelum menentukan 

program, nanti dilihat apa saja yang urgent untuk didahulukan. 

Usnandi : Kalau itu dari masyarakat dek, kan nanti sebelum menentukan 

program ada kumpulan/rapat dulu bersama masyarakat untuk 

membicarakan program desa. 

7. Musrembangdes itu siapa saja yang boleh datang? 

Hariyanto : ya nanti ada pak camat atau yang mewakilkan, BPD, kerabat 

desa, perwakilan pkk, karangtaruna dan juga perwakilan warga, itu kita 

sebar undangan dulu. 

Jupri Adam : Semua masyarakat boleh datang, tapi balai desa kita ya 

cuma segini gak bakal cukup, jadi mungkin yang diundang hanya 

perwakilan saja kayak pak RT, pak kampung. Ada juga yang dari pihak 

kecamatan. 

Usnandi : Untuk anggota musrembang ada perwakilan dari kecamatan, 

kerabat desa, perwakilan pkk sama perwakilan masyarakat. 

8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrembangdes? 

Hariyanto : Musrembangdes 2015 kemarin banyak yang datang dan 

acaranya juga berjalan lancar, aman dan sukses. 

Usnandi : Alhmdllah masyarakat sangat antusias, jadi undangan kita tidak 

percuma, banyak yang datang. 

9. Apakah semua pendapat dalam musrembangdes akan langsung dijadikan 

program atau langsung dilaksanakan? 

Hariyanto : Tidak semua, kan dilihat anggarannya juga dek, nanti kita 

lihat dulu mana yang lebih dibutuhkan masyarakat itu yang kita 

dahulukan, untuk program yang lain bisa tahun depan. 

Jupri Adam : Kalau dilaksanakan semua anggarannya tidak cukup, 

karena cukup banyak pendapat masyarakat, jadi nanti dilihat yang lebih 

penting dulu, yang kira-kira sangat berguna untuk masyarakat luas. 
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Usnandi : Untuk masalah itu, tidak semua pendapat bisa jadi program,. 

kita akan pilih yang lebih penting untuk didahulukan misal kayak 

perbaikan jalan gang (pavingisasi). 

10. Bagaimana menurut bapak tentang penatausahaan keuangan desa? 

Hariyanto : Penatausahaan keuangan desa biasanya dilakukan oleh 

bendahara desa. Misalnya dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran. 

Usnandi : Penatausahaan yaitu kegiatan yang dilakukan selama tahun 

anggaran mulai dari penerimaan maupun pengeluaran dan pada kegiatan 

penatausahaan ini juga menjadi tugas dan tanggungjawab bendahara. Di 

dalam tugas dan tanggungjawab bendahara juga wajib memahami dalam 

pokok penatausahaan agar pelaksanaan penatausahaan dapat dilakukan 

secara benar dan tertib 

11. Menurut bapak, apakah RAB (Rencana Anggaran Biaya) harus sesuai 

dengan Laporan Realisasi? 

Hariyanto : Jelas harus sama, karena RAB itu rencana biaya program 

yang akan dilaksanakan, kalau Laporan Realisasi kan pertanggungjawaban 

dari desa, jadi harus sama sesuai peraturan yang ada. 

Jupri Adam : Ya harus sesuai, RAB dengan Laporan Realisasi harus 

sesuai. Misal di RAB 1 juta, jadi Laporan Realisasi juga harus 1 juta. 

12. Mohon maaf bapak, setelah saya cek ternyata ada perbedaan di bagian 

biaya kesehatan antara RAB dengan realisasi, bagaimana pendapat bapak? 

Hariyanto : Kalau memang ada kesalahan, nanti pasti ada konfirmasi dari 

pihak kecamatan, karena spj itu diserahkan ke kecamatan terlebih dahulu 

baru kemudian diserahkan ke pihak kabupaten atau Bupati. 

Jupri Adam : RAB dengan realisasi ya harus sesuai. 

Usnandi : Nanti saya cek lagi dek, kalaupun ada kesalahan atau perbedaan 

mungkin salah pencatatan. Sebenarnya DD tahun 2015 ini baru yang 

pertama karena tahun sebelumnya masih belum ada, hanya ADD. Untuk 

penyuluhan tentang DD juga masih jarang, jadi dari pihak desa masih 

bingung dalam merekap anggaran (penatausahaan), saya juga hanya 

lulusan SMK mesin. Mungkin nantinya ada penyuluhan lagi dan sering 

dilakukan akan sangat membantu untuk DD tahun yang akan datang. 

13. Kepada siapa saja Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan 

Dana Desa disampaikan? 
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Hariyanto : Secara moral itu kepada masyarakat, secara mitrasi kepada 

Bupati. Penggunaan anggaran Dana Desa itu dipertanggungjawabkan 

langsung kepada Bupati. 

Jupri Adam : Disampaikan ke TPK, setelah itu semua akan diurus untuk 

diserahkan ke kecamatan. 

Usnandi : Kepada Pemerintah Daerah 

14. Bagaimana proses tahapan evaluasi Dana Desa? Apa peran bapak dalam 

proses evaluasi Dana Desa? 

Hariyanto : Evaluasi itu melihat administrasi apakah sudah benar, sudah 

tertib, bagaimana dengan fisiknya, apa sudah sesuai dengan RABnya. 

Jupri Adam : Kalau evaluasi biasanya dari BPD dan perannya tersebut 

dengan adanya evaluasi tentunya apa yang tidak baik bagi saya sendiri 

berupaya gimana menjadi baik dari administrasi dari pembangunannya. 

Usnandi : Kalau setelah selesai itu evaluasi tentang pembangunan yang 

dilakukan desa itu dilihat dari RAB. Dan peran saya melihat RAB 

kemudian disesuaikan dengan pembangunan yang ada. 

15. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Dana Desa?  

Hariyanto : Masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih karena 

dengan adanya Dana Desa ini dapat membantu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Membantu pihak desa juga, misal ada program yang belum 

dilaksanakan karena kendala dana, jadi bisa terbantu, yang penting 

tujuannya tetap untuk masyarakat banyak. 

Jupri Adam : Jelas masyarakat senang karena ada dana tambahan, jadi 

bisa semakin banyak program untuk masyarakat. 

Usnandi : Ya alhmdllah masyarakat senang dengan DD ini, apa lagi dana 

tersebut tujuannya untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 

16. Mungkin bapak selaku wakil dari pihak desa, apakah ada keluhan ataupun 

saran tentang Dana Desa ini? 

Hariyanto : Saran saya kalau bisa dari pihak pemerintah pusat banyak-

banyak melakukan sosialisasi tentang Dana Desa agar kita semakin paham 

tentang DD, terutama dalam penganggaran dan pencatatannya juga, DD 

kan baru ada tahun 2015 kemarin, kalau yang sudah lama itu ADD. 

Jupri Adam : Ya kalau bisa anggarannya tiap tahun ditambah, karena 

kebutuhan masyarakat semakin banyak. Karena dengan semakin besar 

anggaran, program masyarakat semakin banyak yang dilaksanakan. 
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Usnandi : Keluhan tidak ada, kalau saran saya dari pemerintah atas juga 

harus ikut serta/intinya partisipasi lah, agar dana ini benar-benar terlaksana 

semaksimal mungkin. Tapi bukan cuma dari pemerintah, kita harapkan 

juga dari semua elemen masyarakat. Saya selaku wakil masyarakat desa 

Bataan berterima kasih dengan adanya Dana Desa ini agar masyarakat 

desa juga semakin berkembang. 
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